BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1999 No. |2
mengenai Hak dan ula)rathuhwnd] g Kampar, kesatuan masyarakat
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Koflik dapat dipahanu ipunyal ruang lingkup yang
cukup luas. Jika dilibat ik di Indonesia masih banyak terjadi
terutama pada konﬂlknglm']a_ Kata Konflik bemsal dari kata kerjo Latin configure
yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik dimaksudkan sebagai proses
sosial antara dua orang maupun lebih untuk berusahn menyingkirkan pihak lain. Lewis
A. Coser mendefenisikan konflik sebagai selisth paham tentang tuntutan-tuntutan
ataupun nilai-nilai yang mengenai tentang kuasa, status, dan sumber dari kekavaan




yang persediganya kurang memadai atau kurang mencukupi, dimana pihak yang

berselisih selain bertujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan, tetapi juga

ingin menyudutkan serta dapat mengahancurkan yang dapat merugikan lawan.
Konflik pertanahan di Desa Kuntu berawal dari penyerobotan [ahan tanzh dan

yang menyebutkan bahwa hutan 3

Dari putusan Mahkamah Konstitusi inilah masyarakat hukum adat Desa Kuntu
mulai mengembalikan status ulayat hutan adatnya. Setelah putusan MK 35 ini, lahirlah
Peraturan daerah Provinsi Risu Tahun 2015 Nomor 10 mengenal Tanah ulovat dan
Pemamfaatannya, Dan peratoran dan hukwm yang sedah ada terlibar bagaimana negara



maupun pemerintah daerah  sudah melakukan upaya pengakuan terhadap ulayat
masyarakat adat. Nomun pads kenyatmannya, perusshaan PT.KPR dor awal
pendiriannya tidak melibatkan komunitas lokal yang mana perusahsan ini tidak
berusaha mendapatkan izin dari masyarakat adat setempat untuk mengolah lahan yang
termasuk didalam wilayah adatnya. Komunitas lokal seperti Aliansi Masyarakat Adat
tahui secara pasti bagaiamana
PTPR yang sudali n
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HGU atou Hak Gun: ma memperoleh tanah yang
pEﬂ.gl.iﬁsaﬂ.nj’lnlﬁhMg!mm angsung, dalam kurun waktu selama 25 tahun
maupun 35 tahun serta bisa ditambah dalam waktu 25 tahun lagi. (Supriyadi, 2013a)
Dalam hal pemamfaatan tanah masvarakat desa Kuntu tidak dopat mengambil alih
untuk menjadikan hutan adatnya sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan
menjaga hutan adatnya dikarenokan dolam hutan adatnya berdini PT KPR yang
menguasal atou sudah merambat lahan 500 Ha ditanah kawasan hutan kesatuan



masyarakat hukum adat Desa Kuntu dengan alasan sebagai pemamfaatan tanah
berdasarkan hasil pemetnan partisipatif oleh Desa Kuntu,

Tabel 1.1.Batas-batas wilayah adat Desa Kuntn

Batas Barat Hutan ulayat Kenegerian Batu Sanggan
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aan dalam hak ulayat wilayah dan batas-ba
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karena semakin luasnya hutan yang dikuasai pertahun oleh PT.KPR.



Pada tanggal 11 Januar tahun 2019 masyarakat adat dan ninik mamak serta
pemuda Desa Kuntu mendatangi pihak perusshasn dan melakukan demontrasi
menuntut hak-hak masyarakat adatnya. Demikian hal tersebut, perusahaan diminta
untuk membenkan ganti rugi lahan masyarakat adat didalam surat keterangan tanah
Desa masyarakat adat Desa Kuntu Namung, dengan tidak sdanya tanggapan yang
serius dari perusahaan PEKPR mngﬂuimﬁmgl lahan dan tidak bersedia menemui
masyarakat yang sedang berdemd Sesuai yang diminta oleh masyarakat adat sehingga
mengakibatkariimasyarakatiflenjadi geram dan mengakibatkatikonflik.

CGambar 1. Demontrasl Masvarakat Desa Kantn

Manusia didalam kehidupannya tanab fidak bisa dilepaskan duri semua
kegiatan manusia itu Ierﬂﬁﬂ-ﬂﬁa tamaly adalah bagi manusia tempat untuk
melangsungkan hidup. Oleh sebab itu, tanah menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan
bagi masyarakat sehingga tidok jarang terjadinya sengketa diantara masyarakat
maupun pihak lain. Indonesia merupakan negarn agrans, sehingga sering terjadi konflik
dalam hal memperoleh penguasaan tanah untuk wilayahh produksi dalam membantu



kehidupan manusia serta bagian dari faktor untuk penunjang mensejahterakan
masyarakat.

Kata tanah dimaksudkan pada pasal 33 Undang-undang Dasar atau UUD 1945
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Dhalam penyvusunan hak-hak mengenai tanah memakai sistematika hukum adat
menurut Boedi Harsono karena pada dasarnya mengenai hukum tanah secara nasional
terletak di hukum adat itu sendiri. Pasal 46 pada penjelasan dafam Undang-Undang
Pokok Agraria vang menjeloskam mengenai hak membuka tanah dan memperoleh dan



hasil hutan, hak yang dimaksud merupakan hak yang hanya mengenai tanah hukum
adat namun bukan hak atas tanah. Mengelola tansh ulayat serta disusul dengan
penggunasnnya secara nyata barulah akan timbul hak ates tanah adat yang
bersangkutan.

dikelolah.{Semburing, 2017)

Pada pasal nomor 10 Tahun 2016 dalam Peraturan Menteri Agrarian dan tata
Ruang mengenai bagaiaman cara memperoleh hak komunal atas tanah masyarakat
kesatuan adat serta masyarakot adatnya berada diwilavah tertentu. Dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Tahun 2016 bahwa sebagai hak komunal atas tanah
yaitu hak dimiliki bersama yang diberikan kepada masyarakat adat atas kawasan



tertentu disebut tanah atas hak ulayat. Kawasan yang dischutkan ialah kawasan
perkebunan maupun hutan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri negara agraria dalam
peraturan tahun 1999 nomor 3 dalam pasal | ayat | menjelaskan hak ulayat merupakan

cara kesepakatan umsjmkﬂt .. il

hak wlayat tidak bisa terlepas ﬁa.ndq:mdnhtnu@nkan secarn permanen (selamanya).
Munculnya konflik pertanahan tidak bisa terlepas dari arti pentingnya penguasaan
tanah atan hutan bagi masyarakat adat, dengan sendirmya dapat mendorong munculnya
usiha untuk merebut dan mempertahankan kembali hak atas tanahnya,



Manajemen konflik adalah langkah-langkah yang dilakukan para pelaku untuk
mengarshkan konflik ke nrah hasil yang dapat menghasilkan sustu tujuan untuk
mendopatkan ketenangan. Manajamen konflik bisa melibatkan bantuan diri sendiri




1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan permasalaham penzlitian lersebul, maka peneliti merumuskan

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan adat Desa Kuntu tabun 20197

g terjadi di Desa Kuntu tahun 2019,

hukum dan konflik pertanahan atay lebib dikenal dengan hukum agraria. dan
dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan oleh pihak yang memutuhkan.

2. Mamfaat penelitian ini juga diberikan agar biss membantu mengembangkan
tentang teori-teori limu Pemerintahan, Peraturan perundangan tentang hukum
pertanahan.
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b. Mamfaat Praktis

I. Mamfaat penelitian ini dibuat agar dapat menyumbangkan ide dan masukan
Kepad pemerintah desa, masyarakat adat, ninik mamak slaupun sparst yang
terkait dengan masalah konflik pertamshan khususnya di Desa Kuntu dengan

BAB I1l METODE PENELITIAN

Bah 3 metode penelition yang terdini dari desain penelition , objek penelitian, subjek
penelition, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB I'V HASIL DAN PEMBAHASAN



Bab 4 hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa ini
berisikan hasil dari pengumpulan dato penzlitian yang telah dilakukan dan pembahasan
dari analisis data yang diperoleh

BAB V PENUTUP

: esimpulan dan saran yang didapat dari hasil
penelitian. Kesimp pa hasil penyelesain analisis yang didapat dari penelitian
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